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Abstract

Married by Accident is a marriage that takes place when the bride is pregnant, and the child born
later is called a child from Married by Accident. The status of children resulting from Married by
Accident in positive law is regulated in Law No. 1 of 1974 and in the KHI. In addition to being
regulated in positive law, the status of children resulting from Married by Accident is also regulated
in the the Syafi’i Juridprudence which is the majority used by Indonesian society. This study was
conducted to compare the child status of Married by Accident between the two. This research uses
normative research methods on primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this
study indicate that the child status of Married by Accident is different between the provisions of
positive law and Syafi’i Juridprudence. According to Positive Law, children resulting from Married by
Accident are legal children, while according to the Syafi’i Juridprudence the status is as children
resulting from adultery.

Keywords: Married by Accident, child status of Married by Accident, positive law, Syafi’i
Juridprudence

STATUS ANAK HASIL KAWIN HAMIL DI LUAR NIKAH MENURUT ISLAM
Studi Komparasi Antara Ketentuan Hukum Positif dan Mazhab Syafi’i

Abstrak

Kawin hamil di luar nikah adalah perkawinan yang dilangsungkan ketika mempelai wanita dalam
kondisi hamil, dan anak yang dilahirkan nantinya disebut anak hasil kawin hamil. Status anak hasil
kawin hamil di luar nikah dalam hukum positif diantaranya diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 dan
dalam KHI. Selain diatur dalam hukum positif, status anak hasil kawin hamil di luar nikah juga diatur
dalam ketentuan mazhab Syafi’i yang menjadi mazhab mayoritas masyarakat Indonesia. penelitian
ini dilakukan untuk membandingkan status anak hasil kawin hamil di luar nikah antara keduanya.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif terhadap bahan hukum primer,sekunder
dan teriser. Hasil peneletian ini menunjukan bahwa status anak hasil kawin hamil di luar nikah
berbeda antara ketentuan hukum positif dan mazhab Syafi’i. Menurut Hukum Positif anak hasil
kawin hamil di luar nikah berstatus sebagai anak sah, sedangkan menurut mazhab syafi’i berstatus
sebagaimana anak hasil zina.

Kata Kunci: Kawin Hamil, status anak hail kawin hamil, hukum positif, Mazhab Syafi’i.
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Pendahuluan

Termasuk dari Hikmah diberlakukannya perkawinan selain untuk memperbanyak
keturunan adalah untuk menyalurkan syahwat birahi manusia. Akan tetapi seiring
berjalannya waktu dan perkembangan teknologi menyebabkan pergaulan bebas sulit untuk
dibendung, yang mengakibatkan tidak sedikitnya adanya hamil di luar nikah yang untuk
menutupi aib ini dilakukanlah kawin hamil di luar nikah sebagai solusinya. Status anak hasil
kawin hamil di luar nikah dalam Hukum Positif Indonesia sendiri, diantaranya dibahas
dalam UU No.1 Th 1974 tentang Perkawinan serta dalam Kompilasi Hukum Islam (INPRES
Nol Th 1991). Selain dibahas dalam Hukum Positif, status anak hasil kawin hamil di luar
nikah juga dibahas dalam Hukum Islam Terutama Mazhab Syafi’i. hal ini karena jumlah
mayoritas Penduduk Muslim di Indonesia sendiri 86,9% dari jumlah keseluruhan penduduk
di Indonesi, dan dari jumlah tersebut kebanyakan menggunakan mazhab Syafi’l sebagai
manhaj figih nya. Oleh karenanya perlu dilakukan kajian mengenai status kawin hamil di
luar nikah menurut keduanya, apakah terdapat kesamaan ataukah terdapat perbedaan,
agar tercipta kesinkronan hukum terkait status anak hasil kawin hamil di luar nikah antar
dua ketentuan tersebut. Artikel ini akan membahas secara menditail tentang tiga hal: 1).
Bagaimana status anak hail kawin hamil di luar nikah menurut ketentuan Hukum positif?.
2).Bagaimana status anak hasil kawin hamil di luar nikah menurut Mazhab Syafi'l?.
3).apakah terdapat persamaan atau perbedaan terkait status anak hasil kawin hamil di luar
nikah antara keduanya?. Artikel ini akan dimulai dengan membahas terkait perkawinan,
kemudian dilanjkutkan dengan membahas terkait kawin hamil, kemudian akan dilanjutkan

dengan membahas terkait status anak hasil kawin hamil di luar nikah di akhir pembahasan.

Pada Kajian kali ini ada tiga bahasan utama yang akan kita bahas secara menditail,
yang pertama kita akan membahas tentang perkawinan secara umum, kemudian kita akan
membahas tentang kawin hamil, kemudian terkahir kita akan membahas tentang status
anak hasil kawin hamil di luar nikah secara lebih rinci menurut ketentuan hukum positif (UU
No.1/1974 da KHI) dan Mazhab Syai’l dan bagaimana perbandingan antara ketentuan

keduanya.
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Pengertian Perkawinan menurut Figh Syafi’l, Hukum Positif & Para Ahli

Kawin atau perkawinan secara etimologi berarti bergabung : e&Jl, hubungan
kelamin : ¢bgll, dan juga berarti akad : 4&=Jl. Sedangkan secara istilah berarti : akad yang
dengan akad itu menjadi legal hubungan suami istri dengan menggunakan lafaz Slatau
&93. Sedangkan menurut Mazhab Syafi’l secara terminologi nikah berarti: akad yang
memberikan kepemilikan hak untuk melakukan hubungan suami istri baik dengan
menggunakan lafaz inkah,tazwij, atau yang mempunyai arti yang sama.* Dari pengertian
yang diberikan oleh Mazhab Syafi’i terkait nikah, dapat kita ketahui bahwasanya nikah
adalah akad yang dilakukan terhadap wanita yang halal dinikahi dengan adanya saksi ketika
akad, yang mana memberikan konsekuensi legalnya hubungan suami istri dengan wanita

tersebut.

Adapun arti perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 tertera pada pasal 1 yang
berbunyi : perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan ketuhanan yang maha esa.®> Pasal ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan
hanya sebuah ikatan lahir batin antara suami dengan istri, akan tetapi dilakukan dengan
tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Adapun pengertian perkawinan di dalam Inpres

No.1 Th 1991 / KHI terdapat pada pasal 2&3 yang berbunyi :

“(2) Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat
kuat atau mitsagan gholidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah. (3.) Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”®

Pengertian perkawinan yang terdapat dalam KHI menunjukkan bahwa perkawinan
merupakan suatu ibadah yang dilakukan untuk mentaati perintah Allah dan dengan tujuan
untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan
pernikahan menurut Dr. Kumedi Ja'far, S.Ag, M.H adalah perjanjian yang dilakukan antara

pria dan wanita yang bukan mahrom, yang mengakibatkan halalnya pergaulan (jima’)

4Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan,(Lhoksumawe : Unimal Press,2016),
18.

5UU No.1/1974 tentang Perkawinan.

5Kompilasi Hukum Islam (INPRES No.1 Th 1991).
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antara keduanya, dan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban serta saling

berkerjasama antara keduanya agar terciptanya hubungan yang kekal.’

Dari semua definisi di atas dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu
akad yang dilakukan menggunakan lafadz inkah atau tazwij antara laki-laki dan perempuan
yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban anatara keduanya guna mewujudkan

keluarga yang sakinah , mawaddah, dan rahmah untuk memenuhi perintah Allah.

Dasar Hukum dan Hukum Perkawinan

Dasar Hukum dari perkawinan sebelum adanya Ijma’ adalah Nash, baik Al-Qur’an
maupun As-Sunnah, diantaranya adalah Ayat Al-Qur’an berikut :

VT adhs & Beadly Gy dda (Ll 53 (ST O U e 13583 B Al § 13kl VT p2h5 & 15"
15525 VT 33T &3 &3 3T ST s 31 80> 133 150033
Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan
yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu
senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku
adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki.
Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”®
(QS. An-Nisa’, Ayat 3)

A3 3 &1 8 da335 8355 (i Jass ) 1580 15 1551 4SuddT 33 &0 IS T 4l (a9

535565 e;‘d &

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-

pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram

kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum
yang berpikir."® (QS. Ar-Rum,Ayat 21)

Serta Hadits rosululloh Shollaallahu ‘Alaihi Wasalaam berikut :

ujjw‘—“411;2551&@@2@”1@”&&' ;ud}as‘ajiam\@o,wu

2 YT N

l.&:f{o.g.: l9 1 ls « @L’»’ ade “\ul..p@*.\loah.cu.c

b AT U6 528 5 43 fe a5 o 40 52k 35 Salas 4ile

C)u.j ’&e.:u A ci}ﬂﬁ)l > d;‘
A Jo il e 55 5 15J5 (lay)
dbg;\&.:ﬁ}w‘ul.,o\ége THEFEY

"Kumedi Ja’far, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,(Jakarta : Arjasa Pratama, 2021),16.
8QS. An-Nisa’ (4): 3.
®QS. Ar-Rum (30): 21.
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Berkata kepada kita Sa’id bin Abi Maryam, telah bercerita kepada kita Muhammad bin
Ja’far bahwasanya Humaid bin Abi Humaid Ath-Thowuli telah bercerita kepada kita,
bahwasanya sesungguhnya beliau mendegar Anas bib Malik Rodliyallahu ‘Anhu berkata :
datang tiga orang laki-laki ke rumah para istri Nabi Muhammad untuk menanyakan
bagaimanakah ibadah Nabi Shollallahu ‘alaihi wasallam, ketika mereka diberi tahu
tentang bagimana ibadah Nabi, maka mereka seakan-akan memandang remehnya,
seraya berkata “bagiamana bandingan antara kami dan Nabi Muhammad, sedangkan
beliau telah diampuni dosanya yang telah lewat dan akan datang”, seorang dari mereka
berkata :” adapun aku sholat sepanjang malam selamanya:\”, yang lain berkata :” aku
puasa sepanjang tahun tidak pernah buka”, dan yang lain berkata :“aku menghindari
wanita, da tidak akan menikah selamanya”. Maka Rosululloh Shollallahu “alaihi wasallam
mendatangi mereka dan bersabda :” kalian yang berkata ini itu, demi allah akulah
manusia yang paling takut dan paling tagwa kepada Allah diantara kalian, tetapi aku
puasa dan berbuka, aku sholat dan tidur dan aku juga menikahi wanita, barang siapa
yang tidak suka sunnahku, maka tidak termasuk golonganku.”. 1°

Nabi Muhmamad Shollallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda :
daiw @ gy gl (paxly radl padl Al zo b sldl (S gllaiul (o Sl ira b

(ke 3ia)

“ wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang mampu untuk menikah, maka
menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan mata dan lebih menajaga fariji.
Barang siapa yang belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu
sebagai perisai baginya”.

Hukum asal dari perkawinan adalah sunnah, namun dapat berubah menjadi wajib,
makruh, hingga haram tergantung kondisi orang yang akan menikah. Pernikahan berlaku
sunnah bagi seseorang yang butuh terhadap hubunguan suami istri untuk memenuhi hajat
farji-nya dan dia adalah orang yang mampu, mampu membayar mahar serta kebutuhan
harian untuk rumah tangganya, ia juga mampu menahan diri dari zina. Nikah, dalam status
seperti ini hukumnya adalah sunnah, namun lebih baik baginya mmeilih menikah daripada

membujang!. Berlaku makruh bagi orang yang tidak mampu dan tidak butuh melakukan

Al-Bukhori,Shohih Al-Bukhori\Vol.7,(T.kp.:Daar Thouq An-Najah,1442H),2.
HRizem Aizid,Figih Keluarga Terlengkap,(Yogyakarta: Laksana,2018),51.
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hubungan suami istri. Status hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, tatkala seseorang
itu mampun secara finansial dan mampu pula memberi nafgah zhohir kepada istrinya, di
sisi lain dirinya juga takut untuk zina, maka dalam kondisi ini hukum nikah wajib baginya,
karena menikah adalah salah cara terampuh untuk menghindari zina.*? Dihukumi haram,
sebuah perkawinan bagi seseorang yang tidak mempunyai kebutuhan secara seksual dan
juga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya, baik sebagai suami maupun istri, baik
kewajiban secara zohir maupun bathin.13 Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui
bahwa hukum perkawinan walaupun asalnya adalah Sunnah akan tetapi status hukum ini
dapat berubah tergantung kebutuhan,kemampuan, serta kondisi orang yang akan

melakukan perkawinan.

Rukun & Syarat Perkawinan

Perkawinan sebagaimana ibadah lainnya, mempunyai syarat-syarat dan rukun
yang menjadi ketentuan pelaksanaanya. Syarat menurut Ustadz Abdul Hamid Al-Hakim
adalah suatu hal yang keabsahan suatu ibadah tergantung kepadanya, akan tetapi tidak
termasuk bagian dari ibadah itu.14 sedangkan rukun adalah suatu hal yang keabsahan
suatu ibadah tergantung kepadanya dan ia termasuk rangkaian ibadah tersebut.15 Adapun
di dalam Islam suatu perkawinan dianggap sah, apabila terpenuhi semua rukun dan syarat
perkawinan. Karena jika saja suatu rukun itu tidak dipenuhi maka perkawinan menjadi
batal, sedangkan bila syarat yang tidak dipenuhi maka perkawinan menjadi fasid rusak.
Adapum Rukun Perkawinan ada 5, yaitu :** 1).Adanya mempelai pria. 2)Adanya mempelai
wanita. 3) Adanya wali mempelai perempuan atau wakilnya. 4) Adanya dua orang saksi. 5)

ljab gobul.

Sebagian redaksi kitab mazhab Syafi’i tertulis bahwa rukun nikah ada 4, dengan
menghitung mempelai laki-laki dan perempuan menjadi satu rukun, seperti pada kitab At-

Tuhfah.’” Adapun syarat-syarat yang harus ada dalam rukun-rukun yaitu; pertama. Syarat-

Lbid.

BAbu Bakar Ad-Dimyathi, I’ anatut Tholibin, Vol.3 (Jakarta : Daarul Kutub Al-Islami, 2009), 468.
“Abdul Hamid Al-Hakim, Mabadi’ Awwaliyyah, (Jakarta : Mkatabah Sai’diyyah Putra, T kt),7

I bid

16Siska lis sulistiani, Hukum Perdata Islam, (Jakarta : Sinar grafika,2018),29.

1" Ad-Dimyathi, I’anatut Tholibin..., 501.
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Syarat mempelai pria :'® a) Muslim. b)lelas kelelakiannya. c)lelas atau ia orang yang
diketahui. d) Calon suami mengetahui kehalalan menikahi calon istrinya (tidak terhalang
mahrom,iddah, ataupun hal lain yang mencegah perkawinan). e)Atas kemauan ia sedniri
(tidak dipaksa). f)Bukan orang yang melakukan ihrom haji ataupun umroh. g)Bukan
mahrom calon istri. h)Tidak mempunyai istri lebih dari tiga.

Syarat kedua, vyaitu syarat mempelai wanita : a)Muslimah. b)lelas
kewanitaannya/bukan khuntsa. c)Sepertujuan dirinya/tidak dipaksa. d)Tidak dalam
perkawinan atau masa iddah. e)Bukan mahrom bagi mempelai pria. f) Bukan orang yang
sedang melaksanakan ihrom haji atau umroh.

Syarat ketiga, yaitu syarat wali: *° a)Pria. b)Muslim. c)Baligh. \d)Berakal sehat.
e)Adil.keempat adalah syarat saksi, yaitu: a)Muslim. b)Laki-laki. c)Baligh. d)Berakal sehat.
e)Merdeka. F)Dapat melihat,mendengar dan berbicara?®. Kelima adalah syarat ijab dan
Qobul (shighot) : a)ljab dilakukan dengan menggunakan lafadz Ankahtuka wa zawwajtuka
b)ljab dilakukan secara muthlaq (tidak didasari suatu syarat, dan tidak dibatasi oleh suatu
waktu) c) Qobul dilakukan dengan menggunakan lafadz tazawwajtuha, nakahtuha, gobiltu
atau qobiltu nikahaha d) ljab dan qobul dapat dilakukan degan menggunakan terjamah dari

lafadz arab ijab dan qobul e) ljab dan gobul bersinambung, tidak dipisah

Kawin Hamil

Kawin hamil di luar nikah atau yang biasa disebut dengan married by accident atau
dalam bahasa Indonesia berarti menikah karena kecelakaan. Disebut menikah karena
kecelakaan, karena pernikahan ini tidaklah direncanakan sebelumnya, oleh karena selepas
melakukan hubungan di luar nikah ini kemudian terjadi sebuah kehamilan maka
dilakukanlah pernikahan sebagai solusinya. Baik pernikahan ini dilakukan untuk menutup
aib, melindungi status hukum janin yang ada di kandungan agar ketika lahir sudah
mempunyai status hukum secara Negara ataupun karena alasan lainya, yang pada intinya

pernikahan itu bukan lah tujuan utamanya namun hanya sekedar sebagai solusi dari akibat

Bsulistiani, Hukum Perdata...,30.

91bid.,30.
20 Ad-Dimyathi, ‘lanatuth Tholibin...,545.
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perbuatan yang dilakukan.?! Kawin hamil di luar nikah menurut Dr. Zainuddin Ali, S.H,M.H
adalah seorang wanita yang hamil di luar nikah kemudian dinikahi oleh lelaki yang
menghamilinya, adapun menurut Abdurrahman Ghozaly kawin hamil di luar nikah adalah
perkawinan yang dilangsungkan oleh wanita yang hamil di luar nikah baik dengan lelaki

yang menghamilinya ataupun lainnya.

Ketentuan Kawin hamil di luar nikah menurut Hukum Posirtif
Ketentuan kawin hamil di luar nikah pada hukum positif tidak tertera dalam UU
No.1 Th 1974 Tentang perkawinan, akan tetapi ketentuan mengenai kawin hamil di luar
nikah dalam hukum positif terdapat pada INPRES No.1 Th 1991 (KHI) Bab VIII tentang kawin
hamil di luar nikah pasal 53, yang berbunyi:
1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang
menghamilinya.
2) Perkawinan dengan wanita hamil yang dimaksud pada ayat (1), dapat dilangsungkan
tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.

3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat pada wanita hamil, tidak
diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir” .2

Dari pasal 53 tersebut terdapat beberapa ketentuan terkait kawin hamil di luar
nikah yang dapat kita peroleh, yaitu : 1) Seorang wanita yang hamil di luar nikah, ia dapat
dikawinkan dengan lelaki selain yang menghamilinya, tidak harus dengan lelaki yang
menghamilinya 2) Perkawinan wanita yang hamil diluar nikah atau yang biasa disebut
dengan kawin hamil di luar nikah tersebut, dapat dilangsungkan tanpa menunggu ia
melahirkan. Jika ia telah menikah ketika ia hamil, tidak diperlukan lagi untuk melakukan
perkawinan baginya selepas ia melahirkan. Ketentuan yang ada pada poin 1 sebagaimana
tersebut, karena dalam pasal 53 KHI ini menggunakan frasa “dapat” yang secara arti
kebahasaan berarti boleh atau bisa, tidak mengandung sebuah makna obligasi atau

kewajiban, jadi berarti bisa menikah dengan yang menghamili bisa pula tidak.?3

2M Nurul Irfan, “Kawin Hamil, Anak Zina dan Status Anak dalam Huku Islam pasca Putusan
MK?”,Seni & Budaya Syar’l jurnal ilmu keislaman dan kebudayaan,Vol.1,No.2 Juli 2012,Hal.231.

22Kompilasi Hukum Islam (INPRES No.1 Th 1991).

2 Irfan, “Kawin Hamil..., 238.
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Ketentuan Kawin hamil di luar nikah Menurut Mazhab Syafi’i

Ketentuan mengenai pelaksanaan kawin hamil di luar nikah dalam mazhab Syafi’l
adalah sebagaimana perkawinan pada umumnya dalam hal rukun dan syaratnya. Akan
tetapi terdapat perbedaan ketentuan dalam mazhab syafi’l dengan mazhab lainnya terkait
keharusan iddah bagi wanita tersebut terlebih dahulu. Menurut mazhab Syafi’l wanita yang
hamil karena zina itu boleh dinikahi tanpa menunggu ia melahirkan terlebih dahulu.
Pendapat Mazhab Syfi’l ini sama degan pendapat dari Mazhab Hanafi, namun berbeda
dengan pendapat Mazhab Maliki dan Hambali yang melarang menikahi wanita Hamil

karena zina.%*

Letak perbedaan pendapat adalah dalam menafsiri ayat Al-Qur’an Surat Ath-

Thalaq ayat 4 yang berbunyi:

I 0,31 (e 4 Uacks Al 65 23 & Hdles H3 ST BT ks 1 &

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika
kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu
(pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan
yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan
barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya
dalam urusannya.” 2°

Ayat diatas adalah dasar istinbath terkait ketentuan iddah bagi semua mazhab,
letak dan hubungannya terkait ketentuan kawin hamil di luar nikah adalah dalam penggalan

ayat yang berbunyi :

12 245 Hams of 5asT J s 1 & Y Ts”

Menurut mazhab Maliki dan Hambali, ketentuan dari penggalan ayat ini yang
menyatakan bahwa seorang wanita hamil itu masa iddahnya adalah melahirkan, berlaku
umum. Jadi orang yang hamil karena zina kemudian ia mau menikah, maka menurut
pendapat Mazhab Maliki dan Hanbali harus menunggu melahirkan, sebagaimana ketentuan
iddahnya orang yang ditinggal meninggal suaminya atupun diceraikan. Adapun menurut

pendapat Mazhab Syafi’l penggalan ayat tersebut hanya berlaku untuk wanita yang

2Wahbah Az-Zukhaili, Alfighul I1slam waadillatuhu,Vol.7,(Damaskus: Darul Fikr,1985),150.
% Q.S Ath-Thalaqg (65): 4.
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hamilnya sebagai akibat dari pernikahan saja, sehingga wanita yang hamil karena zina itu
tidak termasuk dari penggalan ayat itu. Mazhab Syafi’l memperkuat argumennya dengan

menggunakan ayat :

2018805 3155 B 65 Y 5"
Kehamilan karena zina bukanlah yang berhak mendapatkan iddah, oleh karenanya maka

tidak ada halangan atau larangan yang mencegah adanya perkawinan hamil tersebut.

Sebagaimana pula hadits yang diriwayatkan oleh sayyidah A’isyah :

IldM‘ ‘Q‘)-zj‘ ﬁ)"f }’u
“Tidaklah suatu yang haram itu mengharamkan suatu yang halal”.

Hukum terkait kebolehan menggaulinya ketika ia hamil te rdapat 2 pendapat,
pendapat pertama adalah boleh, dan pendapat yang kedua adalah tidak boleh
sebagaimana yang diutarakan oleh lbnu Al-Haddad,dan diantara kedua pendapat itu
pendapat perta ma lah yang paling kuat dan paling banyak diikuti dan digunakan oleh para
Ahli Figih Mazhab Syafi’i*” Adanya kebolehan untuk menikahi wanita yang hamil karena
zina (melakukan kawin hamil) dan melakukan hubungan suami istri selepas ia menikah
dengannya baik bagi lelaki yang menghamilinya ataupun selain yang menghamilinya adalah
karena ia dianggap sebagai mana wanita yang tidak hamil, karena kehamilannya adalah
karena air mani yang dikeluarkan dengan cara yang tidak halal (zina), dan tidak ada

perlindungan hukum bagi air zina.»

Status Anak Hasil kawin hamil di luar nikah menurut ketentuan Hukum Positif

Anak hasil kawin hamil di luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan
kawin hamil. Baik dalam perkawinan tersebut ayah biologisnya menjadi suami ibunya
ataupun tidak. Membahas tentang status anak hasil kawin dalam pesrpektif Hukum Positif,
terlebih dahulu kita akan mulai dari UU No.1 Th.1974 tentang Perkawinan. Status anak hasil
kawin hamil di luar nikah dalam ketentuan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidaklah

dibahas secara eksplisit, namun untuk mengetahuinya marilah kita merujuk terhadap

26Q.SAN-Nisa’(4): 22.

2 Abu Zakariya An-Nawawiy, Roudlotut Tholibin wa ‘Umdatul muftin,V.7,(Beirut : Al-Maktab Al-
Islami,1991).375.

28Zakariya Al-Anshori, Asnal Matholib, V.3, (T.KP : Daarul Kutub Al-Islamiy, T.kt),393.
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ketentuan Anak Sah yang tertera dalam pasal 42 yang berbunyi : “42). Anak yang sah

adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.”?®

Untuk memahami pasal ini, kita akan menggunakan metode penafsiran (interpretasi)
gramatikal, yaitu metode penafsiran Perundang-Undangan dengan melihat bahwa makna

yang terkandung di dalamnya sama dengan makna bahasa sehari-hari.30

Pasal ini menyatakan bahwa anak dianggap sebagai anak sah jika ia lahir dalam
perkawinan yang sah atau ia adalah akibat dari sebuah perkawinan yang sah. Pasal ini
menunjukkan bahwa seorang anak dianggap sebagai anak yang sah dengan dua kriteria :
Pertama, jika ia lahir dalan perkawinan yang sah. entah ia hasil dari hubungan yang legal
ataupun ilegal maka ia akan dianggap sebagai anak yang sah selagi ia lahir dalam
perkawinan yang sah antara ibunya dan suaminya. Karena yang dijadikan patokan hanyalah
masa kelahiran anak itu, tanpa memandang kapan kontrasepsi terjadi. Kedua, dianggap
sebagai anak yang sah jika seorang anak menjadi akibat dari perkawinan yang sah, seperi
anak yang lahir seklepas orang tuanya cerai, baik cerai karena talak, maupun cerai karena

wafat.3!

Berdasarkan ketentuan pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 ini, maka status anak hasil
kawin hamil di luar nikah adalah anak yang sah karena ia lahir dalam perkawinan yang sah
antara ibunya dan suami ibunya, baik suami ibunya adalah ayah biologisnya ataupun tidak,
walaupun ia adalah hasil dari hubungan yang illegal yang ada sebelum perkawinan ibunya.
Dengan adanya status anak tersebut sebagai anak sah, maka ia berhak mendapatkan hak
keperdataan dengan suami ibunya sebagaimana anak sah lainnya yaitu : bernasab
kepadanya, diasuh olehnya, menjadi ahli waris serta dapat mewarisinya serta berhak
mendapatkan nafagah darinya.3? Berbicara tentang kedudukan anak hasil kawin hamil di

luar nikah karena zina menurut konsep Kompilasi Hukum Islam, maka kita akan merujuk

2 UU No0.1 Th.1974

30Muhaimin,Metode Penelitian Hukum,(Mataram: Mataram University Press,2020),68.

SLAmiur Nuruddin&Azhari Akmal Tarigan,Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis
Perkembangan Hukum Islam dan Fikih,UU No 1/1974 sampai KHI,(Jakarta:Prenada Media Group,2006),287.

32R Tetuko Aryo Wibowo, “Akibat Hukum Anak yang dilahirkan dalam kawin hamil”,Jurnal Ilmiah
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,Vol,5,No.2,2020,239.
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pasal yang ada pada KHI yang membahas tentang status anak yaitu pasal 99 huruf

Kompilasi Hukum Islam tentang anak sah yang berbunyi33 :

“99 anak yang sah adalah :

a)  Anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah”3*

Untuk memahami pasal tersebut kita akan menggunakan teknik penafsiran
sistematis (dogmatis), yaitu penafsiran dengan cara menilik susunan yang berhubungan
dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang undang itu maupun dengan undang-
undang lainnya. Karena kita akan membahas status anak hasil kawin hamil di luar nikah
dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam maka kita juga akan membahas terkait kawin
hamil di luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, agar kita dapat mendapatkan
gambaran yang lebih jelas terkait status anak tersebut. Di dalam pasal 53 Kompilasi Hukum
Islam dinyatakan bahwa:

“1)Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang
menghamilinya.

2)Perkawinan dengan wanita hamil yang dimaksud pada ayat (1), dapat dilangsungkan
tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.

3)Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat pada wanita hamil, tidak diperlukan
perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”3>

Berdasarkan pasal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa wanita hamil karena
zina boleh melakukan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan
laki-laki lainnya. Selain itu, dibolehkan juga melakukan hubungan suami istri setelah akad
nikah yang sah meskipun wanita tersebut dalam keadaan hamil. Apabila anak yang
dikandung lahir, maka mereka tidak perlu melakukan perkawinan ulang. Selanjutnya, pasal
99 (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pengertian anak sah adalah "anak yang
dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah."3® Apabila pasal 53 tentang kawin hamil
di luar nikah kemudian dihubungkan dengan pasal 99 (a) tentang anak sah di atas, akan

tampak bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam anak yang ada dalam kandungan

3Kompilasi Hukum Islam (INPRES No.1 Th 1991).
34Kompilasi Hukum Islam (INPRES No.1 Th 1991).
Kompilasi Hukum Islam (INPRES No.1 Th 1991).
3Kompilasi Hukum Islam (INPRES No.1 Th 1991).
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perempuan kawin hamil di luar nikah tersebut langsung mempunyai hubungan nasab dan
keperdataan yang sah dengan laki-laki yang mengawini ibunya tersebut. Oleh karena anak
hasil kawin hamil di luar nikah tersebut lahir dalam perkawinan yang sah, tanpa melihat
suami ibunya itu ayah biologisnya ataukah tidak. Penafsiran seperti ini muncul karena
dalam Kompilasi Hukum Islam seorang anak dapat dianggap sebagai anak yang sah

diantaranya bila ia lahir dalam sebuah perkawinan yang sah.?’

Dari keterangan di atas dapat kita ketahui bahwa menurut Hukum Postif (UU No.1
Th 1974 & INPRES No.1 Th.1989) anak hasil kawin hamil di luar nikah dianggap sebagai anak
yang sah karena ia lahir dalam perkawinan yang sah antara ibunya dan suami ibunya (baik
suami ibunya itu, ayah biologisnya ataupun tidak) hal ini karena pada pasal 42 UU No.1 Th.
1974 dan pasal 99 (a) Inpres No.1 Th.1989 terdapat frasa “dalam”\ yang mempunyai akibat
hukum seperti itu. Maka,bila ada perempuan hamil di luar nikah dengan usia kehamilan 9
bulan dan sebelum ia melahirkan ia dinikahkan, maka selepas ia melahirkan, anak yang ada
dalam kandungannya mempunyai status sebagai anak yang sah. Jadi, selagi anak yang ada
dalam kandungan itu lahir selepas ibunya menikah, maka ketika lahir ia akan mempunyai

status sebagai anak yang sah dari ibunya dan suami ibunya-®

Status Anak Hasil kawin hamil di luar nikah menurut ketentuan Mazhab Syafi’i

Diskursus status anak menurut Ketentuan Mazhab Syafi’i perlu memahami ayat
yang menjadi dasar Istinbath status anak sebagai mahrom, yaitu Al-Qur’an Surat Annisa’
ayat 23, yang berbunyi :

Z_})J‘ 35.’;\; ‘9 : S y‘ éA'\S_é CS" &6‘9 o 5 05331’5 o 5;19 asﬂ..—é os.’;\a‘ osj’r &25-;"
{15 gl (SoLal 5 @355 13 il (sl Solas Eual 5 8 Lo o @635 15 Saal
O 155 @0 Mol fe (addl GSSUST Usdss & @Sale 1563 Db G pd53 155588 @ O B T G
ki3 15362 & 6 I &1 & cala 35 1 i 91 o 134a35

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan,
saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan,
saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-
saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang
perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu
sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang

37 Irfan, “Kawin Hamil...,238.
B|bid.

Ahmad Bagus Dziyaul Haq, Abd.Aziz, Mochammad Fahd Akbar. Him. 155-178.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA



http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

¥ [1: 3 Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam. Vol. 7, No. 2, Juli 2022

dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum
campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu
(menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan
(diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara,
kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha
Penyayang.”?°

Ayat di atas merupakan dalil yang menjadi Istinbath hukum terkait wanita wanita
tidak boleh untuk dinikahi (Mahrom) karena adanya pertalian kerabat. Mahrom yang
disebutkan dalam ayat ini ada 12 orang, 7 orang karena hubungan nasab : Ibu keatas, Anak
Perempuan kebawah, saudara perempuan kandung maupun dari bapak atau ibuk saja,
Saudari ayah baik kandung ataupun dari ayahnya atau ibunya saja, saudari ibu baik
kandung mapun seibu atau seayah saja, anak saudara laki laki, anak saudara perempuan. 2
orang karena hubungan persusuan : ibu persususan dan saudari sepersusuan.3 orang
karena hubungan perkawinan : |lbu Mertua keatas, anak tiri, menantu. Dan di akhir ayat

dijelaskan pula keharaman menikahi saudari ipar bersamaan adanya isri.*°

Termasuk yang dilarang untuk dinikahi (Mahrom) karena nasab yang tertera dalam
ayat di atas adalah anak. Ketentuan ini didasarkan pada penggalan ayat yang berbunyi :
piw, yang secara bahasa berarti anak-anak kalian. Para Ulama’ berbeda pendapat terkait
penafsiran penggalan ayat ini, terkait siapakah yang disebut anak itu. Di dalam kitab
Tafsirnya lbnu Katsir menyatkan bahwa : yang dimaksud anak di sini adalah anak secara
umum termasuk juga anak hasil zina, maka ia tidak boleh dinikahi oleh ayah biologisnya

yang menzinahi ibunya.*!

sedangkan Ulama’ yang lain, terutama Ulama’ Syafi’iyyah
mengatakan bahwa anak yang dimaksud pada penggalan ayat tersebut adalah anak yang
dihasilkan dari hubungan yang sah, karena anak hasil zina sudah termasuk orang lain (non

mhrom) secara syara’2.

Adanya perbedaan pendapat ini karena lbnu Katsir menggunakan pengertian anak
secara bahasa yaitu setiap perempuan yang engkau lahirkan atau kau lahirkan ibunya.

sedangkan para ulama’ mazhab syafi’l mengikuti pengertian anak secara syara’ : setiap

39Q.S Annisa’(4): 23.

40Abu Muhammad Husein Al-Baghowiy, Tafsir Al-Baghowiy, Vol.2,(Tanpa kota, Daru Thoiybah,
1997), 188.

41 Ismail bin Umar bin Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, vol.1,(beirut: Darul kutub Al-‘Ilmiyah, 2017),425.

42 Al-Anshory, Asnal Matholib..., 148.

STATUS OF CHILD FROM EXTRAMARITAL PREGNANT MARRTIAGES IN ISLAM him 155-178.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam. Vol. 7, No. 2 , Juli 2022 [ [:1°)

orang yang engkau lahirkan atau yang orang tuanya engkau lahirkan sebagai akibat dari
hubungan yang sah. Menyikapi adanya perbedaan ini, maka sebagaimana ketentuan dalam
Ushul Figh bahwa bilamana ada lafaz nash yang musytarak yang mempunyai pengertian
secara bahasa dan secara Syara’, maka yang digunakan adalah pengertian secara syara’.*3
Oleh karenanya Mazhab Syafi’i di dalam istinbathnya terkait ayat itu mengambil hukum
bahwa termasuk wanita yang haram dinikahi adalah anak-anak perempuan, baik anak
perempuannya secara langsung atapun cucu dan keturunan kebawah (anak majazi), akan

tetapi tidak termasuk dari kategori anak perempuan ini adalah anak hasil zina nya.*

Menurut Mazhab Syafi’l, seorang anak mempunyai hubungan nasab (menjadi anak
sah) kepada ayahnya hanya karena 3 sebab : 1) akibat perkawinan yang sah 2) akibat
perkawinan vyang rusak 3) akibat hubungan badan karena keserupaan (wath’u
bisysyubhah). Sedangkan seorang anak bisa mempunyai hubungan dengan ibunya hanya
karena adanya kelahiran, baik kelahiran itu sebagai akibat dari hubungan yang legal
maupun illegal menurut syara’. Adapun perkawinan yang sah dapat memberikan status
nasab kepada seorang anak dari ayahnya dengan 3 Syarat : 1) Si suami dapat membuahi,
yakni ia yang secara medis dapat melakukan pembuahan yang mana dapat terjadi ketika ia
sudah baligh dan tidak impoten 2)Kemungkinan adanya hubungan suami istri antara
keduanya 3) Anak tersebut dilahirkan minimal 6 bulan selepas adanya kemungkinan
hubungan suami istri antara keduanya, hal ini berbeda dengan mazhab hanafi yang
menghitung waktu minimal 6 bulan itu dari akad nikah keduanya. Jika anak tersebut lahir
kurang dari 6 selepas kemungkinan hubungan badan antara sepasang suami istri itu, maka

kemungkinan si istri telah hamil sebelum akad.*

Adapun anak hasil kawin hamil, yang mana ibunya telah mengandungnya sebelum
terjadi akad nikah, maka anak hasil kawin hamil di luar nikah itu tidak dapat mendapatkan
status nasab dari suami ibunya, baik suami ibunya itu ayah biologisnya ataupun tidak.
Karena ia tidak memenuhi syarat anak sah yang tercantum di atas, yaitu kemungkinan

terjadinya pembuahan selepas akad. Karena ibunya ketika akad dalam kondisi sudah hamil

43Abdul Wahab Kholaf, Ilmu Ushul Figh,(t.kp : Al-Haromain,2004),179.

#Muhammad bin Isma’il Al-Khothib, Mughnil Muhtaj, vol.4,(beirut: Darul kutub Al-‘Iimiyah,
1994), 287.

#5Az-Zukhaili, Alfighul Islam...,682.
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maka bisa dipastikan kalau konsepsi terjadi sebelum akad. Oleh karenanya status anak hasil
kawin hamil di luar nikah itu adalah sama dengan status anak hasil zina. Adapun pendapat
yang memberikan perincian hukum : jika ia lahir lebih dari 6 bulan selepas perkawinan
ibunya dan suami ibunya baik ia bapak biologisnya ataupun tidak maka ia adalah anak
keduanya karena adanya kemungkinan ia adalah hasil dari hubungan ibunya dan suami
ibunya selepas nikah, namun bilamana ia lahir kurang dari 6 bulan maka ia adalah anak
ibunya saja itu adalah pendapat yang kurang tepat. Karena kehamilan itu sudah ada dan
dipastikan ada sebelum ibunya dan suaminya menikah oleh karenanya dinamakan kawin
hamil, maka tidak mungkin adanya kehamilan itu sebagai akibat dari hubungan suami istri

antara keduanya yang dilakukan selepas perkawinan.

Adapun Status anak zina menurut pendapat Mazhab Syafi’i tidak dinasabkan
kepada laki-laki yang menzinai ibunya, karena ia berasal dari air mani yang tidak dimuliakan
milik laki-laki yang menzinahi itu.*® Maka laki-laki tersebut boleh mengawini anak
perempuan dari hasil zina walaupun makruh hukumnya. Mazhab syafi’i menetapkan hukum
tersebut dengan alasan bahwa keturunan yang sah menurut syara’ yang berhak
mendapatkan nasab dan berhak menjadi ahli waris baginya, hanyalah keturunan yang
muncul akibat dari hubungan yang legal yaitu hubungan yang dilakukan selepas adanya
akad nikah. Oleh karena anak hasil zina adalah anak yang muncul dari hubungan yang ilegal
maka ia tidaklah berhak mendapatkan hak-hak yang didapatkan oleh anak hasil hubungan
legal yaitu ; nasab, waris,dsb, bahkan menurut mazhab syafi’l orang tua biologisnya boleh
untuk menikahniya.*” Dengan demikian, anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab

dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa anak hasil kawin hamil di luar nikah
menurut Mazhab Syafi’i tak ubahnya sebeagaimana anak hasil zina yang hanya memiliki
hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya tidak dengan suami ibunya, baik
suami ibunya itu ayah biologisnya ataupun tidak, bahkan ia boleh dinikahi oleh ayah
biologisnya walaupun makruh hukumnya, karena tidak berlaku mahrom antara mereka. Hal

ini dikarenakan anak itu akibat dari hubungan yang ilegal (zina).

46 Al-Anshory, Asnal Matholib..., 148.
4 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Figih dan Undang-Undang
Perkawinan,(Jakarta : Kencana,2011),114.
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Status anak hasil kawin hamil di luar nikah menurut ketentuan Hukum positif.

Status Anak Hasil Kawin hamil di luar nikah menurut ketentuan Hukum Positif
dalam hal ini UU No 1/1974 dan INPRES No 1/1989 (KHI) tertera pada pasal 42 UU No
1/1974 yang berbunyi:

“42). Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan
yang sah.”48

Serta Pasal 99 (a) INPRES No 1/1989 (KHI) yang berbunyi:

“99 anak yang sah adalah :a)Anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang
sah.”#°

Berdasarkan ketentuan dua pasal tersebut, maka anak hasil kawin hamil di luar
nikah adalah anak yang sah. Karena, dalam dua pasal tersebut kriteria anak yang sah selain
anak yang menjadi akibat dari perkawinan yang sah, seperti anak yang ayahnya cerai wafat
ataupun talak, adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah seperti anak hasil kawin
hamil di luar nikah yang sekarang kita bahas.”® Adanya status hukum ini karena frasa
“dalam” pada keduanya memiliki fokus pada masa kelahiran anak tersebut yang terjadi
selepas ibunya menikah, baik dengan orag tua biologisnya ataupun tidak. Oleh karena anak
hasil kawin hamil di luar nikah itu lahir selepas ibunya menikah, maka otomatis ia menjadi
anak sah dari keduanya termasuk juga suaminya yang menjadikan ia berhak medapatkan
nasab, waris dan lainnya dari suami ibunya itu. Karena, hal yang terpenting adalah anak
tesebut lahir selepas ibunya menikah, baik dengan ayah biologis dari anak tersebut ataupun

tidak.

Di sisi lain, frasa “dalam” juga mengesampingkan adanya fakta bahwa konsepsi
dilakukan sebelum adanya perkawinan yang sah. Adanya fakta ini, akan membuat
masyarakat menganggap hamil di luar nikah sebagai suatu yang biasa saja, tak perlu risau,
karena hamil ini nantinya juga gampang ditutupi dengan kawin hamil di luar nikah yang
dilakukan di kemudian hari. Hal ini secara tidak langsung dan tidak disadari dapat
mengembalikan ummat Islam ke zaman jahilyah dengan melegalkan hubungan yang

dilarang agama sebelum adanya perkawinan. Padahal di sisi lain UU No 1/1974 tidak

48 UU No1l Th 1974 tentang Perkawinan
49Kompilasi Hukum Islam (INPRES No.1 Th 1991).
“Nuruddin&Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata...,287.
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mengakui anak yang terlahir dari perkawinan sirri, walaupun perkawinan tersebut adalah
perkawinan yang sah secara agama, namun tidak mendapatkan legalitas hanya karena tidak

dicatatkan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.>!

Status anak hasil kawin hamil di luar nikah menurut Mazhab Syafi’l

Menutut mazhab syafi’l seorang anak ketika lahir otomatis memunyai hubungan
dengan ibunya, namun ia hanya bisa mendapatkan ikatan nasab dengan ayahnya jika ia
adalah hasil perkawinan yang sah, atau hasil nikah fasid maupun hubungan badan yang
salah (wath’u Syubhah). Adapun sebuah perkawinan yang anaknya bisa mendapat nasab
kepada ayahnya , jika memenuhi 3 persyaratan ini : 1) Si suami dapat membuabhi, yakni ia
yang secara medis dapat melakukan pembuahan yang mana dapat terjadi ketika ia sudah
baligh dan tidak impoten 2)Kemungkinan adanya hubungan suami istri antara keduanya
yang dapat mengakibatkananya konsepsi 3)Anak tersebut dilahirkan minimal 6 bulan
selepas adanya kemungkinan hubungan suami istri antara keduanya, hal ini berbeda
dengan mazhab hanafi yang menghitung waktu minimal 6 bulan itu dari akad nikah
keduanya. Jika anak tersebut lahir kurang dari 6 selepas kemungkinan hubunganbadan

antara sepasang suami istri itu, naka kemungkinan si istri telah hamil sebelum akad.>?

Jika 3 persyaratan tersebut telah terpenuhi maka tentu anak yang dilahirkan dari
suatu perkawinan yang sah akan mempunyai hubugan kepda orang tuanya. Namun
bagaiamana dengan status anak hasil kawin hamil?, apakah ia juga mempunyai status
sebagai anak sah menurut perpektif mazhab syafi’i karena ia juga terlahir dalam

perkawinan yang sah?.

Menjawab pertanyaan ini, kita akan terlebh dahulu kembali kepada asal usul anak
hasil kawin hamil di luar nikah agar pertayaan tersebut dapat terjawab degan sempurna.
Anak hasil kawin hamil di luar nikah merupakan anak hasil hamil di luar nikah (married by
accident) baik karena hubungan suka sama suka maupun tidak, yang kemudian sebelum
anak itu terlahir, ibunya dinikahkan baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun

dengan lainnya, walupun mayoritas ia dinikahkan dengan laki-laki yang telah

51 Irfan, “Kawin Hamil..., 238.

52 Az-Zukhaili, Alfighul Islam...,682.
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menghamilinya. Kembali ke status anak hasil kawin hamil, dari definisi tersebut, kita tahu
bahwa sanya anak itu telah ada secara pasti sebelum adanya akad nikah, oleh karenanya
walaupun ia terlahir dalam sebuah perkawinan yang sah akan tetapi ia tidak memiliki status
sebagai anak yang sah sebagaimana anak yang terlahir dalam perkawinan yang sah lainnya,

karena ia bukan hasil dari konsepsi yang legal menurut syara’.s

Berdasarkan penjelasan tersebut maka status anak hasil kawin hamil di luar nikah
tak ada bedanya dengan anak zina, yang hanya mempunyai hubungan nasab dengan
ibunya, walupun yang menikahi ibunya adalah ayah biologisnya. Status ini menjadikan ia
tidak dapat menjadi ahliwaris, mendapatkan garis nasab serta hak-hak keperdataan islam
lainnya yang didapat oleh anak sah menurut syara’ dari suami ibunya yang notabennya
adalah ayah biologisnya. Terlebih lagi, andaikan yang menikahi ibunya adalah bukan ayah
biologisnya, lalu di masa depan ketika sudah dewasa ayah biologisnya itu mau menikahinya,
maka hukumnya sah dan boleh menurut mazhab syaf’l, walaupun makruh dan masih

diperdebatkan alasan kemakruhan tersebut.>

Status anak hasil kawin hamil di luar nikah ; Hukum Positif vs Mazhab Syafi’i

Status anak hasil kawin hamil di luar nikah antara ketentuan hukum positif (UU
No.1/1974 & KHI) dan\\\ ketentuan Mazhab Syafi’l tidak ada persamaan, keduanya
berbeda pendapat. Hukum positif baik dalam pasal 42 UU No.1/1974 maupun dalam pasal
99 a Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa anak hasil kawin hamil di luar nikah
adalah anak yang sah, karena ia lahir dalam sebuh perkawian yang sah. Baik ibunya
menikah dengan ayah biologisnya ataupun tidak. Status ini menjadkan anak tersebut
berhak mendapatkan status nasab, waris dan nafagah dari suami ibunya.>> Berbeda dengan
rumusan hukum positif terkait status anak sah yang diberikan kepada anak hasil kawin
hamil, Mazhab Syafi’l menyatakan bahwa status anak hasil kawin hamil di luar nikah tak
ubahnya dengan status anak zina, walaupun penyebutannya berbeda. Hal ini karena

konsepsi yang menjadikan munculnya anak hasil kawin hamil di luar nikah itu ada sebelum

31bid.
% Al-Anshory, Asnal Matholib...,148.
Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata...,290.
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akad nikah dilangsungkan, yang mana terjadi sebagai akibat zina yang dilakukan

sebelumnya.>®

Perbedaan ini muncul karena dalam hukum positif baik pasal 42 UU No.1/1974
maupun pasal 99 a Kompilasi Hukum Islam (INPRES No.1/1989) dalam merumuskan satatus
anak sah, selain menggunakan frasa “sebagai akibat perkawinan yang sah” juga
mencantumkan frasa “dalam” yang menunujukkan bahwasanya termasuk anak sah pula
anak yang lahir dalam sebuah perkawinan yang sah. Hal ini dikarenakan frasa “dalam”
menunjukkan arti waktu, yakni anak itu akan dianggap sebagai anak yang sah selagi dia
lahir dalam sebuah perkawinan yang sah. Tanpa melihat kapan konsepsi itu terjadi, apakah
selepas adanya akad ataupun tidak, itu tidak diperhitungkan. Andai kata, terdapat
seseorang yang hamil diluar nikah dan saat ini usia kandungannya sudah mencapai 8 bulan,
lalu kemudian wanita hamil ini dinikahkan ketika usia kehamilannya menginjak 8 bulan.
Maka selepas wanita itu melahirkan, anak yang ada dalam kandungannya sudah otomatis
mempunyai status sebagai anak yang sah dari dia dan suaminya, baik yang suaminya itu
ayah biologisnya ataupun tidak. Karena, ini adalah akibat hukum dari adanya frasa
“dalam”.>’ Kejadian seperti ini juga penulis pernah lihat, ketika penulis mengikuti sidang
permohonan dispensasi nikah ketika penulis sedang melaksanakan PPL di Pengadilan

Agama kelas 1A Kab. Tulungagung.

Adapun Mazhab Syafi’l dalam ijtihadnya menyatakan status anak hasil kawin hamil
di luar nikah sebagaimana anak zina, adalah karena pertimbangan tiada kemungkinan
adanya konsepsi selepas akad yang menyebabkan munculnya janin anak hasil kawin hamil
di luar nikah tersebut. Karena dalam ijtihad mazhab Syafi’l syarat anak sah akibat adanya
perkawinan yang sah, selain si suami harus mampu untuk melakukan konsepsi dan anak itu
harus lahir minimal 6 bulan selepas kemungkinan hubungan suami istri pasca akad, juga
terdapat syarat yang ketiga yaitu : adanya konsepsi antara pasangan suami istri tersebut,
yang menjadi sebab musabbab munculnya janin anak hasil kawin hamil. Oleh karena, anak
hasil kawin itu tidak memenuhi syarat yang terakhir ini, karena tidak mungkin munculnya

janin dulu baru ada pembuahan, maka status anak hasil kawin hamil di luar nikah menurut

6Az-Zukhaili, Alfighul Islam...,682.
57 Irfan, “Kawin Hamil..., 238.
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mazhab syafi’l adalah sama dengan anak zina. Status ini menjadikan anak tersebut hanya
mempunyai hubungan keperdataan islam kepada ibunya, menyebabkan ia tidak berhak
mendapatkan ikatan nasab, nafkah, waris dari suami ibunya walupun secara biologis dia
adalah ayahnya. Secara lebih lanjut, bila anak tersebut adalah perempuan dan akan
melangsungkan perakawinan, maka yang berhak dan harus menjadi wali adalah wali hakim,
dalam hal ini petugas KUA. Bahkan, andaikata ibunya tidak menikah dengan ayah
biologisnya, lalu ayah biologisnya ingin menikahinya maka hukumnya sah walaupun

makruh.>®

Adanya perbedaan ini selain bisa berakibat fatal secara Fikih dengan adanya
perbedaan status tersebut. Perbedaan ini juga dapat melegalisir secara tidak langsung
terdapat hubungan seksual sebelum nikah di tengah masyarakat. Karena dengan status
hukum vyang diberikan oleh hukum positif itu, masyarkat akan dengan mudah
menggampangkan adanya perzinaann toh jikalau nanti hamil bisa ditutupi melalui
perkawinan. Padahal Hukum Positif terutama UU No.1/1974 tidak mengakui anak sah
secara syara’ hanya karena pernikahan orang tuanya tidak tercatat sebagaimana ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini tertera pada pasal 2 ayat 2 UU

No.1/1974.%°

Oleh karena hal tersebut, maka menurut penulis alangkah baiknya bilamana status
anak sah dalam Hukum Positif disamakan dengan ketentuan Mazhab Syafi’l, sehingga dapat
tercipta sebuah sinkronitas antara hukum positif dan Mazhab Syafi’l yang banyak dianut

oleh myarakat Indonesia.

8Ad-Dimyathi, I’anatut Tholibin..., 518.
rfan, «
Kawin Hamil..., 239.
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Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis sampaikan tadi, ada 3 kesimpulan yang penulis
sarikan . Pertama, Status anak hasil kawin hamil di luar nikah menurut Hukum positif, baik
tertera dalam UU No0.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam (INPRES No.1/1989) adalah
sebagai anak sah dari ibunya dan suami ibunya, baik suami ibunya ini ayah biologisnya
atupun tidak. Hal ini karena anak tersebut lahir selepas terjadinya perkawinan yang sah
antara ibunya dan suaminya. Status hukum ini sebagai akibat dari adanya frasa “dalam”

yang tertera pada pasal 42 UU No.1/1974 dan pasal 99 a Kompilasi Hukum Islam.

Kedua, status anak hasil kawin hamil di luar nikah menurut Mazhab Syafi’l adalah
sebagai anak zina, yang menjadikan ia hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan
ibunya, walaupun suami ibunya adalah ayah biologisnya. Pendapat ini muncul, melihat anak
hasil kawin hamil di luar nikah adalah akibat dari konsepsi sebelum perkawinan, yakni
perbuatan zina keduanya, walaupun ia lahir dalam sebuah perkawinan yang sah anatara

keduanya.

Ketiga, Status anak hasil kawin hamil di luar nikah antara ketentuan Hukum Positif
(UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam/INPRES No.1/1989) sangat berbeda, tiada
persamaan antara keduanya. Dimana menurut Hukum Positif anak hasil kawin hamil di luar
nikah adalah anak sah karena ia lahir dalam perkawinanan yang sah, namun menurut
Mazhab Syafi’l ia adalah anak zina yang mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya,
karena ia akibat dari sebuah konsepsi yang ilegal sebelum perkawinan dilaksanakan,

walaupun ia lahir dalam sebuah perkawinan yang sah.
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